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i 
ABSTRAK 
Zaina Hanum (2020): Mekanisme Refinancing Pembiayaan Properti dengan 
Akad Musyarakah Mutanaqisah pada PT. Bank 
Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 
 
Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa 
perbankan berdasarkan prinsip syariah. BTN Syariah dalam menyalurkan 
pembiayaan ulang (refinancing) pada pembiayaan properti menggunakan akad 
musyarakah mutanaqisah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
mekanisme refinancing pembiayaan properti dengan akad musyarakah 
mutanaqisah pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 
serta keunggulan dari refinancing pembiayaan properti dengan akad musyarakah 
mutanaqisah pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 
Pekanbaru. 
Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 
Syariah Pekanbaru. Dengan jumlah informan 3 orang diantaranya Staf Financing  
Service, Financing Sales dan Mortage & Consumer Financing Unit (MCFU). 
Analisis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif dan sumber data penelitian ini 
terdiri data primer dan sekunder dan metode pengumpulan data menggunakan 
observasi dan wawancara. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT. Bank Tabungan Negara Kantor 
Cabang Syariah Pekanbaru dalam rangka pembiayaan ulang (refinancing) untuk 
pembiayaan properti hanya diberikan kepada nasabah yang telah memiliki aset, 
dengan akad musyarakah mutanaqisah, sehingga objek yang digunakan sebagai 
barang titipan nasabah ini masih menjadi hak milik nasabah dan nasabah masih 
dapat menempati aset tersebut. Keunggulan dari refinancing pembiayaan properti 
dengan akad musyarakah mutanaqisah ini adalah refinancing mampu menjangkau 
banyak kebutuhan nasabah untuk pembiayaan konsumtif dan proses refinancing 
relatif lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan pengajuan pembiayaan 
baru, dikarenakan bank sudah mengenal dan tahu track-record pinjaman 
sebelumnya. 
Kata kunci : Refinancing, Pembiayaan Properti, Musyarakah Mutanaqisah  
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam 
pembangunan suatu Negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai 
lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), yakni 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat. 
Dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1998 berdasarkan prinsip 
operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang 
mendasarkan pada prinsip bunga dank bank berdasarkan prinsip syariah atau yang 
kemudian lazim dikenal dengan bank syariah. Bank syariah terdiri dari Bank 
Umum syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang saat ini disebut 
sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa 
perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum 
Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 
lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 
Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan 
2 
 
 
konvensional.
1
 
Dalam mencapai tujuannya Bank Syariah ditentukan oleh kegiatan 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan 
menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan 
adalah salah satu tugas pokok Bank yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana 
dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat 
penggunannya, pembiayaan dapat di bagi menjadi dua : 
1. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik 
untuk produksi, perdagangan maupun investasi. 
2. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan.
2
 
Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat dipenuhi 
dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad musyarakah mutanaqisah, 
misalnya, pembelian mobil, sepeda motor, rumah, ruko, dan sebagainya. Dengan 
cara ini bank syariah dan nasabah bermitra untuk membeli aset yang diinginkan 
nasabah. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah. Bagian sewa dari 
nasabah digunakan sebagai cicilan pemberian porsi aset yang dimiliki oleh bank 
syariah, sehingga pada periode waktu tertentu (saat jatuh tempo), aset tersebut 
sepenuhnya telah dimiliki oleh nasabah. Pada Bank Syariah kebutuhan 
                                                             
1
Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo,  Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan 
Dinamika Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Cet. Ke-2, h. 1-2 
2
Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Tazkiah 
Cendikia, 2001), Cet. Ke-1, h. 160 
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pembiayaan tersebut dapat dilaksanakan menggunakan akad Musyarakah 
Mutanaqisah.
3
 
Musyarakah Mutanaqisah merupakan produk turunan dari akad musyarakah, 
yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar 
dari Musyarakah adalah syirkah yang berasal dari kata syaraka-yusyriku-syarkan-
syarikan-syirkatan, yang berarti kerjasama perusahaan atau kelompok/kumpulan. 
Musyarakah atau syirkah merupakan kerjasama antara modal dan keuntungan. 
Sementara Mutanaqisah berasal dari kata yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan-
mutanaqishun yang berarti mengurangi secara bertahap. Menurut fatwa Dewan 
Syariah Nasional No:73/DSN-MUI/XI/2008 Musyarakah Mutanaqisah adalah 
Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu 
pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak 
lainnya.
4
 
Refinancing dapat dilakukan dengan menggunakan akad musyarakah 
mutanaqisah. Melalui akad musyarakah mutanaqisah pihak bank membeli 
kembali sebagian porsi aset yang dibiayai, sehingga porsi kepemilikan atas aset 
tersebut menjadi milik bersama antara bank dan nasabah. Bank memiliki porsi 
kepemilikan atas aset tersebut (hishah), oleh karena itu bank dapat menyewakan 
aset yang dimiliki kepada nasabah berdasarkan akad ijarah. Hal ini dimungkinkan 
sebagaimana dinyatakan dalam fatwa DSN-MUI tentang Musyarakah 
mutanaqisah yang membolehkan aset tersebut di-ijarah-kan kepada syarik. 
                                                             
3
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 
127 
4
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 73/DSN-
MUI/XI/2008. Tentang Musyarakah Mutanaqisah 
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Berdasarkan akad ijarah, nasabah berkewajiban membayar ujrah yang 
selanjutnya hasil pembayaran ujrah dapat dibagikan sesuai dengan nisbah yang 
disepakati dalam akad musyarakah mutanaqisah.  
Pembelian hishah bank ditujukan untuk pengembalian modal pokok bank, 
sedangkan keuntungan pihak bank didapatkan dari ujrah atas aset yang disewakan 
kepada nasabah. Aset tersebut terikat dengan akad syirkah antara pihak bank dan 
nasabah, sehingga pembayaran ujrah tersebut menjadi keuntungan bersama para 
peserta syirkah (syarik) sesuai dengan nisbah yang disepakati. Hak nasabah atas 
keuntungan dari syirkah kemudian dialokasikan untuk pembelian hishah dari 
bank kepada nasabah, sehingga secara ril tidak ada keuntungan yang diberikan 
secara langsung kepada nasabah, namun diakhir masa syirkah nasabah akan 
mendapatkan porsi kepemilikan aset tersebut secara keseluruhan.
5
 
BTN Syariah mengeluarkan produk terbaru pada Januari 2019 yaitu 
Pembiayaan Properti BTN iB, dimana pembiayaan tersebut untuk masyarakat 
yang memerlukan pembiayaan ulang (Refinancing) untuk properti yang telah 
dimiliki dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah (kepemilikan aset 
bersama) dengan proses yang cepat dan mudah.
6
 
 
 
 
 
                                                             
5
Rega Felix, “Pembiayaan Ulang (Refinancing) Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah, 
https://regafelix.com/2017/11/28/pembiayaan-ulang-refinancing-melalui-akad-musyarakah-
mutanaqisah/ (diakses pada 09 November 2019, pukul 14.55) 
6
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Tabel I.1 
Data Refinancing Pembiayaan Properti BTN iB  
  
Pembiayaan Properti BTN iB  Januari 2019 - Januari 2020  
Refinancing  11.54% 
Sumber :Data Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 
Dilihat dari tabel di atas bahwa nilai Refinancing Pembiayaan Properti BTN 
iB pada Januari 2019 – Januari 2020 sebesar 11,54 %.7 Pencapaian jumlah 
nasabah yang melakukan refinancing masih dalam kategori rendah, karena produk 
tersebut baru di launching pada Januari 2019, sehingga sosialisasi yang dilakukan 
belum maksimal. Akan tetapi di tahun 2020 ini BTN Syariah Pekanbaru sangat 
gencar untuk melakukan sosialisasi kepada nasabah pembiayaan KPR, dan 
berharap potensi dari 10.000 nasabah pembiayaan KPR, BTN Syariah Pekanbaru 
mampu memperoleh 1-3% pertahunnya, dengan asumsi pembiayaan KPR tersebut 
sudah berjalan selama 5 tahun.  
Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih 
dalam tentang mekanisme refinancing pembiayaan properti menggunakan akad 
musyarakah mutanaqisah pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 
Syariah Pekanbaru yang dituangkan dalam tugas akhir ini dengan judul :  
“Mekanisme Refinancing Pembiayaan Properti dengan Akad Musyarakah 
Mutanaqisah pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 
Pekanbaru” 
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Data Bank BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 
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B. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, secara umum penulis 
membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni cakupan 
penelitian hanyalah refinancing untuk pembiayaan properti pada PT. Bank 
Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru saja. Pembiayaan jenis 
lainnya tidak termasuk didalam objek penelitian.  
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan 
dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana Mekanisme Refinancing Pembiayaan Properti dengan Akad 
Musyarakah Mutanaqisah pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor 
Cabang Syariah Pekanbaru ? 
2. Apa Keunggulan dari Refinancing Pembiayaan Properti dengan Akad 
Musyarakah Mutanaqisah pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor 
Cabang Syariah Pekanbaru ? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan dan Manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis dengan 
melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui Mekanisme Refinancing Pembiayaan Properti 
dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada PT. Bank Tabungan 
Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 
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b. Untuk mengetahui Keunggulan dari Refinancing Pembiayaan Properti 
dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada PT. Bank Tabungan 
Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 
2. Manfaat Penilitian 
a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan informasi yang tepat 
dan jelas mengenai Mekanisme Refinancing Pembiayaan Properti 
dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada PT. Bank Tabungan 
Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 
b. Menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di 
perguruan tinggi.  
c. Sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan Studi pada Program 
D3 Perbankan Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang 
menjadi sasaran atau tujuan penelitian. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis 
menggunakan berbagai metode penelitian. 
1. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan adapun lokasi penelitian 
ini berada di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 
Pekanbaru Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan 
Damai. 
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2. Subjek dan Objek 
a. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang Financing service (FS) 
yang merupakan salah satu karyawan pada PT. Bank Tabungan Negara 
Kantor Cabang Syariah Pekanbaru yang sekaligus menjadi informan 
kunci serta narasumber yang dapat merumuskan keputusan tentang 
Mekanisme Refinancing Pembiayaan Properti dengan Akad 
Musyarakah Mutanaqisah pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor 
Cabang Syariah Pekanbaru. 
b. Objek dalam penelitian ini adalah Mekanisme Refinancing 
Pembiayaan Properti dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada PT. 
Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 
3. Informan Penelitian 
Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian 
(Moleong 2000:97).
8
 
1. Informan Kunci, adalah informan yang mengetahui secara mendalam 
tentang permasalahan yang diteliti.
9
 
2. Informan Pendukung, adalah informan yang ditentukan dengan dasar 
pertimbangan memiliki pengetahuan dan sering berhubungan baik 
secara formal maunpun informal dengan para informan kunci.
10
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Informan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 3 orang, diantaranya 
yaitu: Staf Financing Service, Financing Sales dan Mortage & Consumer 
Financing Unit (MCFU). 
4. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana penelitian 
kualitatif merupakan mempelajari benda-benda di dalam konteks 
alamiahnya, yang berupaya untuk memahami, menafsirkan fenomena 
dilihat dari sisi makna yang diletakkan pada manusia (peneliti) 
kepadanya,
11
 yang akan penulis lakukan penelitian pada PT. Bank 
Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.  
5. Sumber Data 
a. Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian 
lapangan. Untuk dapat memperoleh data primer ini, penulis secara 
langsung mengadakan wawancara dengan pimpinan atau staff PT. 
Bank Tabungan Negara Kantor cabang Syariah Pekanbaru yang 
mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan yang diangkat. 
b. Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 
sekunder dari data yang kita butuhkan.
12
  Dalam penelitian ini penulis 
melakukan studi kepustakaan (Library Reseach), yaitu dengan 
mempelajari buku kepustakaan, literatur, buletin, majalah serta materi 
kuliah yang berkaitan erat dengan pembahasan masalah ini. 
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6. Teknik Pengambilan Data 
a. Observasi, yaitu metode yang bukan hanya sekedar mencatat, tetapi 
juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke 
dalam suatu skala bertingkat.
13
 Penulis mengadakan pengamatan 
langsung pada objek yang diteliti yaitu dengan melihat langsung 
kegiatan pembiayaan. 
b. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu penulis (interviewer) yang mengajukan 
pertanyaan dan pihak atau staff PT. Bank Tabungan Negara Kantor 
Cabang Syariah Pekanbaru (interviewer) yang memberikan jawaban 
atas pertanyaan itu.
14
 
7. Metode Analisis Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data 
deskriptif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendiskripsikan makna data 
atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukan 
bukti-bukti nya.
15
  Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data 
yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, maupun dokumentasi 
selama mengadakan penelitian di PT. Bank Tabungan Negara Kantor 
Cabang Syariah Pekanbaru. 
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8. Metode Penulisan 
a. Metode Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaedah-kaedah 
khusus, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara umum. 
b. Metode Deskriptif, yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan 
secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambah 
sedikitpun sesuai dengan keadaan, kemudian dianalisis dan ditarik 
kesimpulan.
16
 
F. Sistematika Penulisan 
Adapun gambaran sekilas mengenai bab-bab tersebut adalah sebagai berikut: 
Bab I PENDAHULUAN  
 yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan 
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, serta 
Sistematika Penulisan. 
Bab II GAMBARAN UMUM PT. BANK TABUNGAN NEGARA 
KANTOR CABANG SYARIAH PEKANBARU 
yang meliputi: Sejarah Berdirinya, Struktur Organisasi, job description, 
Produk dan Jasa yang di jalankan. 
Bab III LANDASAN TEORI 
yang meliputi: Pengertian Refinancing, Landasan Hukum Refinancing, 
Mekanisme Refinancing dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah, 
Pembiayaan, Akad Musyarakah Mutanaqisah. 
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Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 yang meliputi: Mekanisme Refinancing Pembiayaan Properti dengan 
Akad Musyarakah Mutanaqisah pada PT. Bank Tabungan Negara 
Kantor Cabang Syariah Pekanbaru Serta Keunggulan dari Refinancing 
Pembiayaan Properti dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada PT. 
Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 
Bab V PENUTUP 
 yang meliputi: Kesimpulan serta Saran. 
DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM PT. BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR 
CABANG SYARIAH PEKANBARU 
 
A. Sejarah Singkat BTN Syariah 
Berawal dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan perbankan 
oleh pemerintah dari UU Perbankan No. 7 tahun 1992 menjadi perbankan No. 10 
tahun 1998, dunia perbankan nasional menjadi marak dengan fenomena 
boomingnya bank syariah. Persaingan dalam pasar perbankan pun kian ketat. 
Belum lagi dengan dikeluarkannya PBI No. 4/1/PBI/2002 tentang perubahan 
kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan 
prinsip syariah oleh bank umum konvensional, jumlah bank syariah pun kian 
bartambah dengan banyaknya UUS (Unit Usaha Syariah). Maka manajemen PT. 
Bank Tabungan Negara (Persero), melalui rapat komite pengarah tim 
implementasi restrukturisasi Bank BTN tanggal 12 Desember 2003, manajemen 
Bank BTN menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk 
membuka UUS agar dapat bersaing di pasar perbankan syariah. 
PadaRapat Umum Pemegang Saham tanggal 16 Januari 2004 dan Perubahan 
Anggaran Dasar dengan akta No. 29 tanggal 27 oktober 2004 oleh Emi 
Sulistyowati, SH Notaris di Jakarta yang ditandai dengan terbentuknya divisi 
syariah berdasarkan Ketetapan Direksi No 14/DIR/DSYA/2004. Pembentukan 
Unit Usaha Syariah ini juga untuk memperkokoh tekat ajaran Bank BTN untuk 
menjadikan kerja sebagai bagian dari ibadah yang tidak terpisah dengan ibadah-
14 
 
 
ibadah lainnya. Selanjutnya Bank BTN Unit Usaha Syariah disebut ”BTN 
Syariah” dengan motto ”Maju dan Sejahtera Bersama”.17Dalam pelaksanaan 
kegiatannya, Unit Usaha Syariah didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada 
Direksi, Pimpinan Divisi Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai 
hal-hal yang terkait dengan prinsip Syariah.  
Pada bulan November 2004 dibentuklah struktur organisai kantor cabang 
syariah PT. BTN. Dimana setiap kantor cabang syariah dipimpin oleh satu orang 
kepala cabang yang bertanggung jawab kepada kepala divisi syariah. Yang pada 
saat bersamaan Dirut Bank BTN meminta rekomendasi penunjukan DPS dan 
pada tanggal 3 Desember 2004, Dirut Bank BTN menerima surat rekomendasi 
DSN/ MUI tentang penunjukan DPS bagi BTN Syariah. Yang pada tanggal 18 
Maret 2005 resmi ditunjuk oleh DSN/ MUI sebagai DPS bagi BTN Syariah, yaitu 
Drs. H Ahmad Nazri Adlani, Drs. H Mohammad Hidayat, MBA, MBL dan Dr. H. 
Endy M. Astiwara, MA, AAIJ, FIIS, CPLHI,ACS.  
Pada tanggal 15 Desember 2004, Bank BTN menerima surat persetujuan dari 
BI, Surat No. 6/ 1350/ DPbs perihal persetujuan BI mengenai prinsip pembukaan 
KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank BTN. Maka tanggal inilah yang diperingati 
secara resmi sebagai hari lahirnya BTN Syariah. Yang secara sinergi melalui 
persetujuan dari BI dan Direksi PT. BTN maka dibukalah KCS Jakarta pada 
tanggal 14 Februari 2005. Diikuti tanggal 28 Februari dengan dibukanya KCS 
Bandung kemudian 17 Maret 2005 dengan KCS Surabaya dan berturut-turut 
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tanggal 4 dan 11 April 2005 KCS Yogyakarta dan Makasar dan pada bulan 
Desember 2005 dubukanya KCS Malang dan Solo.  
Pada tahun 2007, Bank BTN telah mengoprasikan 12 (dua belas) Kantor 
Cabang Syariah dan 40 kantor layanan syariah (Office Channeling) pada kantor-
kantor cabang dan cabang pembantu Konvensional kantor cabang Syariah 
tersebar dilokasi Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makasar, Malang, 
Solo, Medan, Batam, Tanggerang, Bogor, Bekasi dan pada tanggal 3 maret 2008 
atau pada 25 shafar 1429 BTN Syariah Kantor Cabang Pekanbaru diresmikan 
oleh bapak Saut Pardede Selaku direktur BTN Syariah yang berlokasi di Jl. 
Tuanku Tambusai Blok A No. 10-11 Labuh Baru Timur Payung Sekaki 
Pekanbaru. Seluruh kantor cabang syariah ini dapat beroperasi secara online-
realtime berkat dukungan teknologi informasi yang cukup memadai. Produk BTN 
Syariah cukup beragam untuk memenuhi kebutuhan keluarga nasabah namun 
tetap fokus pada pembiayaan perumahan (diantaranya: KPR BTN Syariah dan 
Multiguna BTN Syariah untuk Kendaraan Bermotor).
18
 
B. Struktur Organisasi Bank BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 
Dalam struktur organisasi, perusahaan ini telah memiliki bagian yang cukup 
memadai sehingga bank dapat beroperasi seoptimal mungkin dan dapat 
memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya. Disamping itu hal 
yang memungkinkan tidak dapat dilakukan dengan baik dan akan mengganggu 
kelancaran aktifitas bank, terus dibenahi. Itu dimaksudkan agar bank menjadi 
sehat. 
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Masing-masing unit kerja dikepalai oleh satu orang Kepala Sesi yang 
membawahi karyawannya, sehingga terjadi kesinambungan dan hubungan yang 
harmonis dalam penciptaan suasana kerja yang baik. Jabatan sangat menentukan 
untuk pengembangan pribadi dari masing-masing personil dalam peningkatan 
jenjang karir, sehingga manajemen dapat melihat dengan objektifitas untuk dapat 
menentukan siapa yang wajar dan pantas untuk menduduki suatu jabatan. 
Secara umum struktur organisasi bank syariah hampir sama dengan bank 
konvensional, seperti adanya komisaris dan direksi. Tetapi yang membedakannya 
adalah adanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah 
badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada 
bank syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar dibidang syariah 
muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan. Dalam 
pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan 
otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa 
bank dengan ketentuan dan prinsip syariah.
19
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
19
Ibid 
17 
 
 
Catt : 
1. Liza Febrina saat ini masih menduduki jabatan Customer Service karena belum ada penggantiNote :  *  Pegaw ai Mutasi Alih Status dari Fronliner KC Pekanbaru, efektif tgl 9 juli 2018 / s.d. penempatan tenaga CS y ang baru 
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG SYARIAH PEKANBARU
Branch Manager
Aries Tuti
DBM Business
Asep 
Wahyuman
Secretary
Anindya Akmala
Mor tage & 
Consumer  
Financing Unit
Rosma Dewy
Br anch Funding 
Sales
Sandi Sasmita
Ser vice Quality Unit 
Head
Customer  Ser vice
- Liza Febrina
- Maudy Natasha
- Meilan F Utami
Consumer  
Financing Ser vice
- Mutia Prima Dinda
- Hendri Susilo
- Dwilia Febrina
- Vedyana Ultissia
- Ria Kumalasari*
- Vera Widyatika*
- Isva (Outs DE)
- Reghia F (Outs DE)
- (Outs DE)
Consumer  
Financing Analyst
- Rahmat Mulyana
- Feby Satria HP
- Putri Neilhampes*
- Laila Mayasari*
Financing Mar keting
- Novrita*
Relationship 
management
commer cial
Commer cial Financing 
Analyst
- Rafid Risad
- Rifandi F Farid
- Dio Ivani Puta
- Chyntia Ademai W
Commer cial 
Funding Sales
- Nikmansyah N
DBM Supporting
Agusman
Operation Unit
Muhammad Fitra
Teller  Ser vice
- Selvia Nurul
- Wirda Magfiroh
- Wisnu Pramuda 
Human Capital 
Suppor t
- Yose Rizal
- Winda Bell (Outs)
Clearing
Miftah Faridl
Cr edit Admin & 
Document Unit 
Head
- Syepri Martadi
Cr edit Admin / FA
- Debby Mayasari
- Aulia Rahman
- Dicky Alvin M
- Figura Ihsando  
- Winda (Outs)
Accounting & 
Repor ting Unit
-
Collection
- Rudi Hidayat
- Rizky P (Outs)
- Tya G (Outs)
- Dedek A (Outs)
- Yandra (outs)
- Ferro D (Outs)
- Cakra Febri (outs)
Restr uctur ing 
Analyst
Commer cial, small & 
medium financing unit
-
Small & Medium 
Account Officer
-
Consumer  Funding 
Sales
- Feby Damiko
- Mia Reniffirach*
Ser vice Assur ance
-
Funding Sales 
Suppor t
-
Acccounting
- M Heru Gustav
- Sufi(Outs)
Financing 
Document
- Almira Mutia I
- Rafdi (Outs)
- Linsintia (Outs)
Ver ifying
-
Collection & 
Wor kout Unit
- Irvan Hizbullah
Legal & Financing 
Recover y
-
TP & IT Suppor t
- Yacob Abdul 
- Fanni Okfiatri
Tr ansaction 
Pr ocessing Sub
Unit
Teller  Ser vice 
Sub Unit
Gener al 
Administr ation 
Sub Unit
Vault
Logistic  Suppor t
- Rahmad Budi R
Consumer  Recover y
Gambar II.1 
Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang  
SyariahPekanbaru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber :Data Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 
18 
 
 
C. Job Description Bank BTN Syariah 
 
1. Kepala Cabang (Branch Manager)  
a. Mengambil keputusan dan kebijakan yang akan dilaksanakan di BTN 
Syariah. 
b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kepengurusan dan 
pengelolaan bank.  
c. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan. 
d. Menyetujui atau tidaknya sebuah permohonan pembiayaan.  
e. Melaporkan perkembangan bank pada Rapat Umum Pemegang Saham 
secara periodik. Dari hasil yang dilaporkan Rapat Umum Pemegang 
Saham akan mengambil kebijakan atas perkembangan bank yang 
dilaporkan. 
2. General Branch Administration  
a. Kelancaran aktifitas kesekretariatan kepala cabang. 
b. Penatausahaan surat-menyurat di kantor cabang. 
c. Akurasi dan kelengkapan kartu pengawasan anggaran.  
d. Penatausahaan logistik di kantor cabang.  
3. General Branch Administration Office / Kartu Pengawas Anggota  
a. Mencatat jumlah anggaran yang disetujui oleh KP dan KPA.  
b. Membukukan semua transaksi yang menyangkut biaya operasional 
dalam Kartu Pengawasan Anggota (KPA). 
c. Melakukan rekonsiliasi antara KPA dengan sandi GL pada neraca 
keuangan. 
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4. General Branch Administration Office / Logistic (Bag. Umum)  
a. Melakukan aktifitas yang berkaitan dengan aktiva tetap kantor cabang, 
mulai dari pengadaan, pemeliharaan, penyusutan, dan penghapusan . 
b. Mengadministrasikan kegiatan yang berkaitan dengan logistik. 
c. Mengendalikan semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan kantor 
cabang. 
5. Secretary (Sekretaris BM)  
a. Mengatur segala aktifitas dan segala administrasi kesekretariatan bagi 
kepentingan kepala cabang. 
b. Melaksanakan kesekretariatan kepala cabang.  
6. Personalia 
a. Penata usahaan kepegawaian di kantor cabang. 
b. Akurasi dan kelengkapan hasil entry data kepegawaian. 
c. Pelaksanaan pembayaran hak-hak pegawai. 
7. Financing Service Officer (Layanan Pembiayaan)  
a. Layananin formasi pembiayaan, pelunasan pembiayaan dan 
penyelesaian klaim nasabah yang berkualitas. 
b. Layanan permohonan pembayaran ekstra dan advance payment. 
c. Layanan penerimaan permohonan klaim asuransi pembiayaan.  
d. Kelengkapan dan kebenaran data pelunasan dan klaim nasabah. 
8. Financing Analyst Service Retail (Layanan Pembiayaan Ritel)  
a. Kualitas rekomendasi paket analisa pembiayaan (pembiayaan 
kepemilikan rumah).  
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b. Proses pemberian pembiayaan.  
c. Pembentukan master baru pembiayaan dengan benar dan akurat.  
d. Kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan pembiayaan.  
e. Kebenaran dan kelengkapan berita acara pengikatan (SPD5) kemudian 
diserahkan ke kepala unit. 
9. Financing Service Analyst Coorporate (Layanan Pembiayaan analis 
Koorporat)  
a. Kualitas rekomendasi paket analisa pembiayaan umum. 
b. Proses pemberian pembiayaan umum yang sesuai dengan ketentuan 
bank. 
c. Pembentukan master baru pembiayaan umum dengan benar dan akurat. 
d. Kebenaran, kelengkapan dan legalitas permohonan pembiayaan umum. 
e. Mengikuti perkembangan informasi yang mengandung resiko serta 
informasi potensi bisnis unutk mendukung kualitas pembiayaan. 
f. Penelitian ulang persyaratan permohonan pembiayaan pelaksanaan 
akad pembiayaan umum. 
10. FinancingAdministration Officer (Administrasi Pembiayaan)  
a. Pelaksanaan OTS (kelayakan usaha dan penghasilan) calon debitur. 
b. Pelaksanaan transaksi nilai dan kehandalan agunan . 
c. Proses administrasi pencairan pembiayaan dan bank garansi.  
d. Proses pengelolaan pencairan dana jaminan. 
11. Financing Document (Petugas Dokumen Pembiayaan)  
a. Penyelesaian atas dokumen pembiayaan yang belum diterima bank.  
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b. Penatausahaan, penyusunan dan penyimpanan dokumen kredit. 
c. Penatausahaan dokumen pembiayaan di sistem. 
d. Pelayanan pengambilan, peminjaman dan pengembalian dokumen 
pembiayaan. 
12. Financing Recovery 
a. Kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan. 
b. Pembinaan pembiayaan retail. 
c. Melaksanakan strategi pembinaan dari atasannya yang terkait dengan 
pembianaan pembiayaan. 
d. Akurasi data statis berdasarkan data lapangan. 
13. Accounting and Control Officer (Akuntansi dan Kontrol Arsip)  
a. Memastikan bahwa semua bukti, listing dan jurnal transaksi telah benar.  
b. Melakukan pengarsipan semua map transaksi operasional bank, sesuai 
denagn peraturan yang berlaku. 
14. Accounting and Control – General Ledger 
a. Rekonsiliasi SL-GL.  
b. Penyelesaian suspensi  dan selisih akibat sistem. 
c. Akurasi entry nota jurnal SL-GL. 
d. Pencetakan laporan keuangan kantor cabang. 
15. Internal Control 
a. Pemeriksaan kebenaran atas arus transaksi operasional bank telah 
sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
b. Mengkoordinir tindak lanjut hasil pemeriksaan ekteren maupun Intern 
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c. Kebenaran data-data laporan keuangan. 
16. Reporting 
a. Penyusunan laporan keuangan untuk pihak ekstern. 
b. Pemantauan laporan keuangan baik intern maupun ekstern.  
c. Berlangsungnya proses dan kinerja kantor cabang. 
17. Costumer Service (CS)  
a. Memberikan pelayanan informasi kepada nasabah, berkaitan dengan 
pembukaan rekening tabungan, deposito, dan kredit, serta memberi 
pelayanan kepada relasi bank lainnya.  
b. Membuat daftar mutasi harian tabungan, deposito, dan memantau 
perubahan besarnya nisbah bagi hasil.  
c. Melakukan pendebetan atas rekening tabungan deposito untuk 
keperluan angsuran/pelunasan kewajiban debitur dan hal lainnya sesuai 
ketentuan yang berlaku.  
d. Melakukan pelayanan administrasi seluruh jenis tabungan, seperti: 
tabungan batara, tabungan giro, dan tabungan haji.  
e. Menata berkas-berkas/dokumen yang berkaitan dengan jasa nasabah.  
f. Marketing produk bank.  
18. Teller 
a. Membuka/menutup vault (khasanah) dan brankas.  
b. Melayani, mencatat/membukukan setiap transaksi kas dan meneruskan 
bukti transaksi tersebut kepada accounting secara bertahap setiap hari 
kerja. 
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c. Mensortir dan mengklasifikasikan pecahan mata uang dan 
mencocokkan dengan daftar posisi kas yang dibuat pada hari tersebut.  
d. Mengembalikan sisa kas ke dalam brankas setelah jam tututp kas pada 
hari bersangkutan.
20
 
D. Produk dan Jasa Bank BTN Syariah 
1. Produk-produk Pendanaan (funding)  
a. Giro BTN iB  
Sebagai sarana pendukung bisnis terpercaya, dengan menawarkan 
transaksi perbankan yang menguntungkan melalui Giro Batara iB. 
Simpanan dana perorangan/koorporasi untuk memperlancar aktifitas 
bisnis dan penarikan dana dapat dilakukan dengan cek/bilyet giro atau 
sarana pemindah bukuan lainnya. Menggunakan akad sesuai syariah 
yaitu wadi’ah, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi boleh 
memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah.  
b. Giro BTN Prima iB  
Giro BTN Prima iB adalah giro yang bersifat investasi atau 
berjangka dengan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan imbalan bagi hasil 
yang disepakati.  
c. Tabungan BTN Batara iB  
Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah 
dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu wadi’ah, bank tidak 
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menjanjikan bagi hasil tetapi dapat memberikan bonus yang 
menguntungkan dan bersaing bagi nasabah. 
d. Tabungan BTN Prima iB  
Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah 
dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu mudharabah 
(investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan  dan 
bersaing bagi nasabah atas simpanannya.  
e. Tabungan BTN Haji iB  
Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah 
untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dengan menggunakan akad 
sesuai syariah yaitu mudharabah (investasi), bank menjanjikan bagi 
hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas 
simpanannya.  
f. Deposito BTN iB  
Produk penyimpanan dana dalam bentuk simpanan deposito dengan 
jangka waktu tertentu sesuai pilihan/ keinginan nasabah dan 
menggunakan akad sesuai syariah yaitu mudharabah (invesatsi), bank 
memberikan bagi hasil yang bersaing bagi nasabah atas simpanan 
depositonya.  
g. TabunganKu iB  
TabunganKu iB adalah produk tabungan perorangan dengan syarat 
yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh 
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bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21
 
2. Produk-produk Pembiayaan (financing)  
a. Pembiayaan KPR BTN iB  
Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, 
rusun/apartement bagi nasabah perorangan dengan menggunakan 
prinsip akad murabahah (jual beli). 
b. Pembiayaan KPR Indensya BTN iB  
Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan 
rusun/apartement secara inden (atas dasar pesanan), bagi nasabah 
perorangan dengan menggunakan prinsip akad istishna’ (jual beli atas 
dasar pesanan) dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) 
dalam jangka waktu tertentu.  
c. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB  
Produk pembiayaan dalam rangka pembelian kendaraan bermotor 
(mobil/sepeda motor) bagi nasabah perorangan dengan menggunakan 
prinsip akad murabahah (jual beli).  
d. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB  
Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 
belanja modal kerja nasabah lembaga/perusahaan dengan menggunakan 
prinsip akad mudharabah (bagi hasil), dengan rencana pengembalian 
berdasarkan proyeksi kemampuan cashflow nasabah.  
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e. Pembiayaan Konstruksi BTN iB  
Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 
belanja modal kerja pengembang perumahan untuk membangun proyek 
perumahan dengan menggunakan prinsip akad musyarakah (bagi hasil), 
dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan 
cashflow nasabah.  
f. Pembiayaan Investasi BTN iB  
Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 
belanja barang modal (capital expenditure) perusahaan/lembaga dengan 
menggunakan prinsip akad murabahah (jual beli) dan atau musyarakah 
(bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi 
kemampuan cashflow nasabah. 
g. Tunai Emas BTN iB  
 Tunai Emas BTN iB adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan 
prinsip qardh yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan 
kesepakatan, yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyerahan 
marhun (barang jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau 
sebagian hutang nasbah kepada bank. 
h. Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB  
Swagriya BTN iB adalah fasilitas pembiayaan berdasarkan akad 
murabahah (jual beli), yang diperuntukkan bagi pemohon yang 
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank untuk membiayai 
pembangunan atau renovasi rumah, ruko, atau bangunan lain diatas 
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tanah yang sudah dimiliki baik untuk dipakai sendiri maupun untuk 
disewakan.  
i. KPR BTN Sejahtera iB (FLPP)  
KPR Sejahtera iB adalah produk pembiayaan BTN Syariah guna 
pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan 
menggunakan prinsip akad murabahah (jual beli).  
j. Multimanfaat BTN iB  
Multimanfaat BTN iB merupakan pembiayaan konsumtif perorangan 
yang ditunjukkan khusus bagi para pegawai dan pensiunan yang 
manfaat pensiunnya dibayarkan melalui jasa payroll BTN Syariah yang 
menggunakan akad murabahah (jual beli). 
Multimanfaat BTN iB digunakan untuk keperluan pembelian 
berbagai jenis barang yang bermanfaat sesuai kebutuhan dan tidak 
bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti barang elektronik, 
furniture, dan alat rumah tangga, serta barang kebutuhan lainnya.  
k. Multijasa BTN iB  
Multijasa BTN iB merupakan pembiayaan yang dapat digunakan 
untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi 
nasabah, seperti: paket biaya pendidikan, paket biaya pernikahan, paket 
biaya travelling (perjalanan wisata), paket biaya umroh/haji plus, paket 
biaya kesehatan, paket biaya jasa lainnya yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah.   
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Multijasa BTN iB menggunakan akad kafalah dengan konsep bank 
sebagai penanggung/penjamin jasa layanan yang diselenggarakan 
penyelenggara layanan jasa atau pihak ketiga untuk 
memenuhikewajiban yang ditanggung nasabah dalam rangka 
mengambil manfaat dari layanan jasa tersebut sesuai kebutuhan. 
l. Talangan Haji BTN iB  
Talangan Haji BTN iB merupakan pinjaman dana kepada nasabah 
tabungan BTN Haji iB yang membutuhkan dana talangan untuk 
menunaikan ibadah haji dengan menggunakan prinsip akad qardh.
22
 
Tabel II.1 
Jumlah Karyawan PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 
Syariah Pekanbaru 
No Jenis Tenaga Kerja L P Total 
1 Organik (Pegawai Tetap)  35  37 72 
2 Non Organik (Pegawai Tidak Tetap) 31   9 40 
Sumber :Data Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 
Dari tabel di atas bahwa jumlah karyawan atau tenaga kerja PT. Bank 
Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru untuk jenis tenaga kerja 
organik (pegawai tetap) berjumlah 72 orang, dimana karyawan laki-laki 
berjumlah 35 orang dan karyawan perempuan berjumlah 37 orang. Sedangkan 
untuk jenis tenaga kerja non organik (pegawai tidak tetap) berjumlah 40 orang 
dimana karyawan laki-laki berjumlah 31 orang dan keryawan perempuan 
berjumlah 9 orang. 
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Berdasarkan jumlah karyawan yang cukup tinggi untuk kategori Unit Usaha 
Syariah (UUS) dapat membuktikan bahwa BTN Syariah memiliki performa 
kinerja yang baik sehingga dibuktikan dengan kebutuhan jumlah tenaga kerja 
yang cukup besar. Direktur Cunsumer Banking Budi Satria menambahkan, 
rencana spin off (pemisahan) unit usaha syariah (BTN Syariah) menjadi Badan 
Usaha Syariah (BUS) diyakini bakal mendongkrak kinerja bank yang fokus pada 
pembiayaan perumahan tersebut.
23
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BAB III 
LANDASAN TEORI  
A. Pengertian Refinancing 
Pembiayaan ulang atau refinancing adalah pemberian fasilitas pembiayaan 
baru bagi nasabah baru atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan 
sebelumnya. Pembiayaan ulang syariah atau sharia refinancing adalah 
pembiayaan ulang berdasarkan prinsip syariah. 
Pembiayaan ulang syariah mencakup pada dua jenis keadaan. Pertama, 
pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah yang telah memiliki aset 
sepenuhnya. Kedua, pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah yang telah 
menerima pembiayaan yang belum dilunasinya. 
DSN-MUI juga telah menetapkan fatwa Dewan Syariah Nasional No:89/DSN-
MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah yang 
mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu saat ini sudah ada payung 
hukum yang kuat dalam rangka menerapkan akad musyarakah mutanaqisah untuk 
proses refinancing. Sehingga segala hal yang mengatur tentang mekanisme 
refinancing syariah dalam Fatwa DSN MUI menjadi pedoman pelaksanaan pada 
lembaga keuangan syariah. 
B. Landasan Hukum Refinancing 
Fatwa DSN MUI menyebutkan bahwa hukum refinancing syariah adalah 
boleh. Dengan dasar hukum sebagai berikut : 
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1. Firman Allah SWT :  
Al-Quran Surat al-Maidah [5] : 1 
... ِدُىقُعْلِاب اُىفَْوأ اُىىَمآ َهيِزَّلا َاهَُّيأ َاي 
“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...”. 
2. Hadis Nabi SAW : 
Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: 
 ِهْيَكْيِر َّشلا ُِثلَاث َاَوأ :ُلُْىَقي َىلاََعت َالله َِّنإ  ،َُهبِحاَص اَُمهُذََحأ ْهَُخي َْمل اَم
اَمِِهىَْيب ْهِم ُتْجَرَخ َُهبِحاَص اَُمهُذََحأ َناَخ اَِرَإف 
Allah SWT berfirman : “ Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang 
bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. 
Jika salah satu pihak berkhianat, Aku keluar dari mereka.“ (HR. Abu 
Daud).
24
 
C. Mekanisme Refinancing dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah 
Musyarakah Mutanaqisah dalam penerapannya harus sesuai dengan 
ketetapan yang telah dikeluarkan DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang 
Musyarakah Mutanaqisah. Adapun ketentuannya sebagai berikut : 
Pertama: Ketentuan Umum  
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 
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a. Musyarakah Mutanaqisah adalah musyarakah atau Syirkah yang 
kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) 
berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. 
b. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah 
(musyarakah). 
c. Hishshah adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah 
yang bersifat musya’. 
d. Musya’ adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah 
(milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasannya 
secara fisik.  
Kedua: Ketentuan Hukum 
Hukum Musyarakah Mutanaqisah adalah boleh.  
Ketiga: Ketentuan Akad 
1. Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/Syirkah 
dan Bai’ (jual beli). 
2. Dalam Musyarakah Mutanaqisah berlaku hukum sebagaimana yang 
diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 
Musyarakah yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, 
diantaranya: 
a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat 
akad. 
b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada 
saat akad. 
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c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.  
3. Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (syarik) wajib 
berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya secara bertahap dan pihak 
kedua (syarik) wajib membelinya.  
4. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai 
kesepakatan. 
5. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishshah LKS beralih 
kepada syarik lainnya (nasabah).  
Keempat: Ketentuan Khusus  
1. Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat di-ijarah-kan kepada syarik atau 
pihak lain. 
2. Apabila aset Musyarakah menjadi objek Ijarah, maka syarik (nasabah) 
dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati. 
3. Keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan 
nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus 
berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti 
perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik.  
4. Kadar/Ukuran, bagian/porsi kepemilikan aset Musyarakah syarik (LKS) 
yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan 
disepakati dalam akad. 
34 
 
 
5. Biaya perolehan aset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan 
biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.
25
 
D. Pembiayaan  
1. Pengertian Pembiayaan  
Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan 
dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah kepercayaan 
(trust), maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan 
kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang 
diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil, dan 
disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua 
belah pihak.
26
 
Sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary 
institution), bank syariah melakukan kegiatan penyaluran dana ke masyarakat 
dalam bentuk kredit atau pembiayaan yang berbasis pada keuntungan riil yang 
dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (profit sharing).
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Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan atau financing yaitu penyediaan dana 
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : 
1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 
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2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 
3. Tranksaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 
istishna‟; 
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard; 
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa.
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Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum 
masuk ke masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. 
Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui 
proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). 
Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber 
modal. Jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup maka ia akan 
berhubungan dengan pihak lain, seperti bank, untuk mendapatkan suntikan 
dana, dengan melakukan pembiayaan.
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Beragam jenis usaha , menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. 
Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis pembiayaan juga menjadi 
beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. 
1. Dilihat Dari Segi Kegunaan 
a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk 
mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Secara 
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umum yang dimaksud pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah 
pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk 
membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-
prinsip syariah. 
b. Pembiayaan investasi, yaitu penanaman dana dengan maksud untuk 
memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari.
30
  
Kebutuhan pembiayaan investasi dapat dipenuhi dengan berbagai 
cara, antara lain: 
1. Bagi hasil :mudharabah, musyarakah. 
2. Jual beli :murabahah, istishna. 
3. Sewa : ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik.31 
2. Dilihat Dari Segi Tujuan 
a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk 
peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun 
investasi. 
b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan. Merupakan pembiayaan yang digunakan 
untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.
32
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3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu 
a. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang 
dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Biasanya 
digunakan untuk keperluan pembiayaan modal kerja.  
b. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang 
dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Biasanya 
digunakan untuk keperluan  pembiayaan modal kerja, investasi, dan 
konsumsi. 
c. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang 
dilakukan dengan waktu lebih dari 3 tahun. Biasanya pembiayaan 
ini digunakan untuk investasi jangka panjang serta pembiayaan 
komsusmsi yang nilainya besar seperti untuk pembelian gedung, 
pembangunan proyek dan pembiayaan untuk pembelian rumah.
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4. Dilihat Dari Segi Jaminan 
a. Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan 
dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang 
berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.  
b. Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa 
jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan jenis ini diberikan 
dengan melihat prospek usaha, character serta loyalitas atau nama 
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baik calon debitur selama berhubungan baik dengan bank ataupun 
pihak lain.
34
 
5. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha 
a. Pembiayaan pertanian, yaitu pembiayaan yang dibiayai untuk 
sektor pertanian atau perkebunan. Sektor usaha pertanian dapat 
berupa jangka panjang maupun jangka pendek. 
b. Pembiayaan perternakan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk 
sektor perternakan baik jangka panjang maupun jangka pendek. 
c. Pembiayaan industri yaitu, pembiayaan yang diberikan untuk 
membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah, industri 
besar. 
d. Pembiayaan pertambangan yaitu, pembiayaan yang diberikan 
kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai 
biasanya dalam jangka waktu panjang, seperti tambang emas, 
minyak, atau timah. 
e. Pembiayaan pendidikan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk 
membangun sarana dan prasarana pendidikan. 
f. Pembiayaan profesi yaitu, pembiayaan yang diberikan kepada 
kalangan prefesional seperti, dosen, dokter, atau pengacara. 
g. Pembiayaan perumahan yaitu, pembiayaan untuk membiayai 
pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka 
waktu panjang.
35
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Sehingga dapat didefinisikan, pengertian pembiayaan adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan terhadap bank dengan pihak lain 
yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 
tagihan tersebut dalam waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
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2. Pengertian Properti 
Kata properti berasal dari bahasa inggris “property” yang berarti 
sesuatu yang dapat dimiliki seseorang. Di Indonesia, istilah properti 
identik dengan real estate, rumah, tanah, ruko, gedung, atau 
gudang.  properti berarti kepemilikan seseorang terhadap suatu barang 
ataupun non barang. properti sering dikaitkan dengan rumah, perumahan 
ataupun hunian, padahal segala sesuatu yang sifatnya itu kepemilikan bisa 
disebut sebagai properti. apalagi barang tersebut terdaftar secara resmi dan 
memiliki surat-surat kepemilikan. 
Properti yang bersifat barang adalah semua benda yang dimiliki oleh 
seseorang ataupun kelompok yang diakui secara sah oleh pihak lain 
(pemerintah) ataupun diakui sah secara adat. Sedangkan properti yang 
bersifat bukan barang yaitu semua karya yang dibuat oleh individu 
maupun kelompok, seperti karya ilmiah, dan ini sering disebut kekayaan 
ilmiah.
37
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Sehingga dapat didefinisikan, pengertian pembiayaan properti adalah 
pembiayaan untuk masyarakat yang menginginkan kepemilikan atas 
properti baru atau memerlukan pembiayaan ulang (refinancing) untuk 
properti yang telah dimiliki dengan menggunakan akad “musyarakah 
mutanaqisah” (kepemilikan asset bersama).38 
 
E. Akad Musyarakah Mutanaqisah 
Akad berasal dari kata Al-aqad yang berarti perjanjian, ikatan, yang 
kokoh. Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak 
dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.
39
 
Ijab adalah penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dan qabul adalah 
jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggap terhadap 
penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak 
masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karna akad adalah 
keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.
40
 
Musyarakah Mutanaqisah merupakan produk turunan dari akad 
Musyarakah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar 
dari musyarakah adalah syirkah yang berasal dari kata syaraka-yusyriku- 
syarkan-syarikan-syirkatan, yang berarti kerjasama. Menurut Sayyid sabiq 
musyarakah atau syirkah merupakan kerjasama antara modal dan keuntungan 
dari dua pihak, baik perusahaan maupun kelompok. Sementara mutanaqisah 
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berasal dari kata yatanaqishu-tanaqishtanaqishan-mutanaqishun yang berarti 
mengurangi secara bertahap.
41
 
Musyarakah Mutanaqisah merupakan salah satu bentuk musyarakah 
yang berkembang belakangan ini adalah musyarakah mutanaqisah, yaitu 
suatu penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan 
lain untuk jangka waktu tertentu, yang dalam dunia modern biasa disebut 
Modal Ventura, tanpa unsur-unsur yang dilarang dalam Syariah, seperti riba, 
maysir, dan gharar.
42
Musyarakah mutanaqisah juga diartikan dengan 
musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset/barang atau modal salah satu 
pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. 
Porsi atau bagian salah satu pihak disebut dengan hishah.
43
Musyarakah 
menurun (musyarakah mutanaqisah) adalah musyarakah dengan ketentuan 
bagian dana mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya 
sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain 
tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.
44
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Mekanisme Refinancing Pembiayaan Properti dengan Akad Musyarakah 
Mutanaqisah pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 
Pekanbaru 
a. Nasabah yang memiliki aset mengajukan permohonan pembiayaan 
kepada Bank BTN Syariah dalam rangka pembiayaan ulang 
(refinancing). 
b. Calon nasabah harus melakukan pengisian formulir dan melengkapi 
dokumen. 
c. Bank akan melakukan analisa terhadap nasabah dengan cara 
melakukan penilaian terhadap character, capacity, dan collateral.  
d. Bank menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan 
(SPPP). 
e. Bank akan membeli sebagian aset yang dimiliki oleh nasabah 
maksimal 80% dari nilai appraisal. 
f. Pihak bank atau nasabah setuju untuk melakukan kegiatan usaha dalam 
bentuk pemanfaatan harta sewa atas objek musyarakah mutanaqisah 
oleh nasabah yang dituangkan dalam dokumen akad ijarah yang 
terpisah. 
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g. Bagi hasil dari akad ini disepakati oleh pihak bank dan nasabah, serta 
nasabah bertanggung jawab atas pemeliharaan objek musyarakah 
mutanaqisah. 
h. Setelah semua proses sudah dilalui, kemudian dilakukan pencairan 
dana pembiayaan. Pencairan dana pembiayaan dilakukan ke rekening 
nasabah sebagai penerima pembiayaan. 
2. Keunggulan dari Refinancing Pembiayaan Properti dengan Akad 
Musyarakah Mutanaqisah pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor 
Cabang Syariah Pekanbaru 
a. Proses refinancing relatif lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan 
dengan pengajuan pinjaman baru. Dikarenakan bank sudah mengenal 
dan tahu track-record pinjaman sebelumnya. 
b. Aset yang dititipkan kepada bank, masih bisa digunakan oleh nasabah. 
c. Refinancing mampu menjangkau banyak kebutuhan nasabah untuk 
pembiayaan konsumtif. Seperti : renovasi rumah, ruko, apartemen, dll.  
d. Angsuran yang relatif ringan. 
e. Menjadi solusi cepat apabila membutuhkan dana. Karena tidak perlu 
menjual aset terlebih dahulu. 
B. Saran 
1. Sebagai produk baru, refinancing harus terus dikembangkan. Langkah 
yang harus diambil oleh PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 
Syariah Pekanbaru dalam mengembangkan pola refinancing, yaitu 
dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh nasabah dan calon nasabah. 
54 
 
 
Dengan pengembangan tersebut, diharapkan produk pembiayaan dengan 
pola refinancing ini terus memberikan kemudahan bagi masyarakat. 
2. Dari penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan peneliti selanjutnya 
dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang refinancing pembiayaan 
properti dengan akad musyarakah mutanaqisah, sehingga dapat 
mengembangkan data yang lama.  
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 DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN DI PT. BANK TABUNGAN 
NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH PEKANBARU 
1. Bagaimana proses Refinancing yang diberikan oleh tim Financing Service 
kepada nasabah dari awal akad hingga proses pencairan ? 
2. Bagaimana cara Financing Service menangani nasabah yang tidak mampu 
melanjutkan Pembiayaan Propertinya ? 
3. Bagaimana peran Ijarah dalam akad Musyarakah Mutanaqisah pada 
Refinancing Pembiayaan Properti ? 
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh tim Financing service dalam 
mensosialisasikan Refinancing Pembiayaan Properti dengan akad 
Musyarakah Mutanaqisah kepada nasabah ? 
5. Apabila produk Refinancing Pembiayaan Properti kurang diminati nasabah, 
bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah ? 
6. Apa keunggulan dari Refinancing Pembiayaan Properti dengan akad 
Musyarakah Mutanaqisah ? 
7. Apa saja kendala yang dihadapi oleh tim Financing Service dalam 
mensosialisasikan Refinancing Pembiayaan Properti kepada nasabah ? 
8. Apa tujuan BTN Syariah meluncurkan produk Refinancing Pembiayaan 
Properti dengan akad Musyarakah Mutanaqisah ? 
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